
BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTANSELATAN

TENTANG

TATACARAPENGAJUANDANPENYELESAIANKEBERATANDANBANDING
PAJAKBUMIDANBANGUNANPERDESAANDANPERKOT.NAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANAHLAUT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ~7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 'Rahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Per esaan dan
Perkotaan, maka perlu disusun Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak I Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan
Banding Pajak Bumi dan Bangunan Per esaan dan
Perkotaan;

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 2104) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah La t, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ]965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republiki Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

PERATURANBUPATITANAHLAUT
NOMOR 117 TAHUN2020



2

3. Undang-UndangNomor6 Tahun 1983 tentane Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir deng Undang­
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomfr 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Um Im dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndoneisa Nomor4999);

4. Undang-UndangNomor19Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42~ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (LembaranNegaraRepublikIndoneisa
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran negara
republik Indoneisa Nomor3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republf Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4189);

I6. Undang-UndangNomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4400);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5049);
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan ,Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

i
Nomor 6398;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244~ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adrninistrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang
Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 ten tang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4652);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan KepalaDaerah Atau DibayarSendiniOlehWajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5179);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2016 Nomor 114., Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republiklndonesia 2019Nomor 187,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negar Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuanganDaerah [LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6322);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor25);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor4 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten anah Laut
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2018 Nomor3);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATITETANGTATACARAPENGAJUANDAN
PENYELESAIANKEBERATANDAN BANDINGPAJAKBUMI
DANBANGUNANPERDESAANDANPERKOTAAN.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. KepalaBadan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut KepalaBadan
adalah KepalaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib
Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang danZatau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainya, badan usaha miliknegara (BUMN),atau badan usaha milik daerah
{BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi,
Koperasi,Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBB P2 adalah Pajak atas Bumi darr/atau Bangunan yang
dimiliki,dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertamban_gan.

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayahKabupaten./Kota.
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11. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi
permanen dan non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton batu
atau bahan-bahan lainnya yang didirikan, ditancapkan, ditambatkan
danIatau diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah
permukaan tanah, bertumpu pada kostruksi batu-batu landasan ataupun
diatas dan/ atau dibawah perairan yang berfungsi untuk tempat
penyimpanan,perlidunganmaupun pelaksanan kegiatan.

12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperolehdari transaksi jual beliyang terjadi secara wajar,
dan bilarnana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan rnelalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOPpengganti.
SubjekPajakBumidan BangunanPerdesaandan Perkotaanadalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
danIatau memperoleh manfaat atas Bumi, danIatau memiliki,
menguasai,danZataumemperolehmanfaat atas Bangunan. I
WajibPajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
danIatau memperoleh manfaat atas Bumi, danIatau mermliki,
menguasai, danIatau memperoleh manfaat atas Bumi, danIatau
memiliki,menguasaidan/atau memperolehmanfaat atas Bangunan.
Tahun Pajakadalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu)tahun kalender.
Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam BagianTahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ferpajakan
Daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepda WajibPajak serta pengawasan
penyetoranya.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undanganPerpajakanDaerah.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumidan Bangunanyang terutang kepadaWajibPajak.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakanpembayaranyangditunjuk olehBupati.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SI@Dadalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak
yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKBadalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besamya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yangmasih harus dibayar.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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23. Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar Tambahan yang -rlanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah p kok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak te utang dan
tidak ada kredit pajak.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. I

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak danj'atau sanksi administratif
berupa bunga dan/ atau denda.

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputu an yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitug, dan Iatau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ambahan,
Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Kete aan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, ataul terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehWajib
Pajak.
Surat Keputusan Pembatalan adalah Surat Keputusan membatalkan
SPPT,SKPDPBB, atau STPDyang tidak benar dalam penerbitaJjlnya.
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
adalah Surat Keputusan untuk mengurangi sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan Iatau kenaikan pajak yang terutang yang tercantum
dalam SKPD PBB atau STPD atau atas keterlambatan pelunasan pajak
terutang dalam SPPT.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas pandingan
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Oleh Wajib Pajak.
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, danj'atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan sua u standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah darr/ atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk men ari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terapg tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

29.

30.

31.

32.

33.
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34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang .selanjutnya disebut NPWPadalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban
Perpajakannya.

Pasal2

BAB II
KEBERATAN

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Bapenda atas
suatu:
a. SPPTPBB P2; atau
b. SKPDPBB P2.

Pasal3

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan

bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan bangunan tidak
sebagaimana mestinya; dan/ atau

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di
bidang pajak bumi dan bangunan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan
sebagai beriku t :
a. dalam hal Wajib Pajak merasa SPPT PBB P2 dan atau SKPDPBB P2

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu :
1) kesalahan luas objek bumi dan/ atau bangunan;
2) kesalahan klasifikasi objek bumi dan/ atau bangunan; dan
3) kesalahan penetaparr/ pengenaan.

b. dalam hal terdapat perbedaan penafsiran peratnran perundang­
undangan di bidang PBB antara Wajib Pajak dengan petugas, antara
lain:
1) penetapan subjek pajak sebagai Wajib Pajak; dan
2) objek pajak yang tidak dikenakan PBB.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
a. perseorangan atau kolektifuntuk SPPTPBBP2; atau
b. perseorangan untuk SKPDPBBP2.

Pasal4

(1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterima SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2, kecuali Wajib
Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(2) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) h ruf a dan
huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :



a. permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Up.
Kepala Badan, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
menggunakan Bahasa Indonesia;

b. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut perhitu gan Wajib
Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya;

c. melampirkan persyaratan:
1) fotokopi identitas diri (KTPjSIMjPaspor);
2) asli SPPT PBB P2 atau SKPDPBB P2; dan
3) surat kuasa berrnaterai cukup bagi yang dikuasakan.

d. Surat keberatan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB P2 atau SKPD
mB~. I

(3) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3.)huruf a dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. permohonan harus diajukan secara tertulis ditandata gani oleh

WajibPaiak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia;
b. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan

Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya;

c. PBB yang terutang untuk setiap S_PPTPBB P2 paling banyak
Rp500.000,OO(limaratus ribu rupiah);

d. diajukan melalui KepalaDesa/Lurah setempat;
e. melampirkan persyaratan :

1) fotokopiidentitas diri (KTPjS1MjPaspor);
2) asli SPPT;dan
3) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.

f. surat permohonan keberatan diajukan untuk beberapa SPPT PBB P2
Tahun Pajakyang sarna.

(4) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk
memproses keberatan adalah :
a. tanggal terima surat permohonan, apabila disampaikan secara

langsung oleh WajibPajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan
atau petugas; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, apabila disampaikan
melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman
surat.

(5) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan ayat (3)huruf b, pengajuan keberatan disertai
dengan :
a. fotokopibukti kepemilikan tanah;
b. fotokopiIzinMendirikanBangunan (1MB);danj atau
c. fotokopibukti pendukung lainnya.

9

Pasal5

(1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dian ap bukan
merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
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(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak memenuhi fersyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jaygka waktu
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara

perseorangan; atau I
b. Kepala DesajLurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara

kolektif. . . I
Dalam hal pengajuan keberatan belum memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak m~sih dapat
mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3)

Pasal6

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapa meminta
keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan danj atau
perhitungan PBByang terutang kepada Kepala Badan. I
Kepala Badan harus memberi keterangan yang diminta oleh ~ajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
Jangka Waktu Pemberian keterangan oleh Kepala Badan atas permintaan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka
waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal4 ay It (1).

(2)

(3)

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal8

(1) Penyelesaian pengajuan keberatan SPPT PBB P2 danjatau SKPD PBB P2
berdasarkan hasil penelitian administrasijkantor atau penelitian
lapangan.

(2) Kepala Badan menugaskan pejabat yang membidangi untuk melakukan
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan
dalam laporan hasil penenelitian.

(3) Dalam hal permohonan keberatan memerlukan penelitian lapangan,
Kepala Badan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu
pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal9

(1) Kepala Badan atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan secara lengkap,
harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.
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(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau enambah
besarnya jumlah PBByang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
tetapi Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan
keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan
sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu p ing lama 1
(satu) bulan terhitung sejakjangka waktu dimaksud berakhir. I

(4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam
SPPTPBBP2 danjatau SKPDPBBP2, KepalaBadan menerbitkan SPPT
PBB P2 danjatau SKPDPBB P2 baru tanpa mengubah jatuh tempo
pembayaran.

(5) SPPTPBBP2 danj atau SKPDPBBP2 baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)tidak bisa diajukan keberatan kembali.

Pasall0

BABIII
BANDING

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang
ditetapkan olehKepalaBadan atas nama Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yangjjelas dalam
jangka waktu palinglama 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterirna,dengan
melampirkansalinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pasal 11

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar PBB dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan erundang­
undangan.

Pasal12

(I) WajibPajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan banding
terhadap 1 (satu)keputusan mengenaikeberatan.

(2) Terhadap banding dapat diajukan surat pemyataan pencabutan kepada
PengadilanPajak olehWajibPajak.

PasalI3

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penpndangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal ~ sqftntkr 2() 2-0

Diundangkan di Pelaihari
pa a tanggal ~

BERITADAERAHKABUPATENTANAHLAUTTAHUN2020 NOMOR


